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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 

TAHUN 2009 

TENTANG 

NARKOTIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan 

makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas 

sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal 

pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-

menerus, termasuk derajat kesehatannya; 

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia 

Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu 

dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan 

kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika 

jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan 

pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang 

bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula 

menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila 

disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan 

yang ketat dan saksama; 
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d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, 

menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa 

pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan 

tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan 

bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, 

bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia; 

e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang 

dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi 

canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak 

menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa 

yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan 

negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 

Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan 

kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas 

tindak pidana tersebut 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-

Undang tentang Narkotika; 

Mengingat :  1.  Pasal  5 ayat (1)  dan  Pasal  20  Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi 

Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang 

Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3085); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United 

Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 

1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan 
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 

 

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia 
yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan 
dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, 
membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak 
langsung melalui ekstraksi atau non- ekstraksi dari sumber alami atau 
sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau 
mengubah bentuk Narkotika. 

4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika 
ke dalam Daerah Pabean. 
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5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor 
Narkotika dari Daerah Pabean. 

6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap 
kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak 
atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika 
dan Prekursor Narkotika. 

7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor 
Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 
memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, 
moda, atau sarana angkutan apa pun. 

10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum 
yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, 
dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat 
kesehatan. 

11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang 
memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat 
dan bahan obat, termasuk Narkotika. 

12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke 
negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik 
Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti 
sarana angkutan. 

13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada 
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 

14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan 
untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran 
yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila 
penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, 
menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. 

15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak 
atau melawan hukum. 

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara 
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. 

17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara 
terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu 
Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan 
masyarakat. 



PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA 

 

 
 
 
 

 

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang 
bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, 
membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, 
memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi 
kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu  tindak pidana 
Narkotika. 

19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan 
atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, 
dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau 
alat komunikasi elektronik lainnya. 

20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu 
kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih 
yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama 
dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika. 

21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, 
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan. 

 
 

(1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar 
farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
melaksanakan ekspor Narkotika. 

(2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada 
perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan 
ekspor Narkotika. 

 
Pasal 19 

(1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari 
Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika. 

(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat 
persetujuan dari negara pengimpor. 

 
Pasal 20 

Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah 
negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen 
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 
pengimpor. 

 

Pasal 21 

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui 
kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri. 
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Pasal 22 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat 
Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

 
 

Bagian Ketiga 
Pengangkutan 

 
Pasal 23 

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang 
tetap berlaku bagi pengangkutan Narkotika, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang-
Undang ini. 

 
Pasal 24 

(1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan 
dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di negara 
pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan 
oleh Menteri. 

(2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat 
Persetujuan Ekspor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri dan 
dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 
pengimpor. 

 
Pasal 25 

Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang memasuki wilayah 
Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas 
kelengkapan Surat Persetujuan Impor Narkotika dari Menteri dan dokumen 
atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di negara pengekspor. 
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Pasal 26 

(1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor 
Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor 
Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab 
atas perusahaan pengangkutan ekspor. 

(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor 
wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri 
dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 
pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut. 

 
(3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib membawa dan 

bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor 
Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor 
Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di negara pengimpor. 

 
Pasal 27 

(1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama 
dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal 
dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim. 

(2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang 
diangkut. 

(3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) 
jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang 
dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat. 

(4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan 
pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai. 

(5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau 
Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal 
wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan 
pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan 
menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang. 
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Pasal 28 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten 
penerbang untuk pengangkutan udara. 

 
Bagian Keempat 

Transito 
 

Pasal 29 

(1) Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat 
Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara 
pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika 
yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor 
dan pengimpor. 

(2) Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah 
negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor 
Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memuat keterangan tentang: 

a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor 
Narkotika; 

b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan 

c. negara tujuan ekspor Narkotika. 

 
Pasal 30 

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada Transito 
Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari: 

a. pemerintah negara pengekspor Narkotika; 

b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan 

c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika. 

 
Pasal 31 

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat 
dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang mengalami kerusakan dan 
harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat Bea dan 
Cukai dan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

 
Pasal 32 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 


